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ABSTRACT

Regional inequality in Banten Province is the highest among all provinces located on
Java Island. Since 2005-2021, it has experienced an increasing trend and is still
classified as high. This study aims to analyze the effect of economic growth,
unemployment, investment, and general allocation funds on regional inequality in
Banten Province in 2005-2021. This research uses a quantitative approach with data
sourced from the Badan Pusat Statistik of Banten Province. The method used is
multiple linear regression with time series data. The research results show that
economic growth has a negative effect on regional inequality. Unemployment has a
positive effect on regional inequality. Investment has a negative effect on regional
inequality. The general allocation fund has no effect on regional inequality.
Suggestions that are expected to reduce regional inequality in Banten Province are
creating sustainable economic growth, reducing the unemployment rate, and
increasing investment.

Keywords: Regional Inequality, Economic Growth, Unemployment, Investment, and
General Allocation Fund.
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PENDAHULUAN

Isu mengenai pembangunan ekonomi yang memiliki masalah multidimensi yang
menjadi fokus dalam perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan kenaikan pendapatkan
riill per kapita penduduk suatu negara dan dilibatkan oleh perbaikan dari sistem
kelembagaan (Arsyad, 2010). Mugihardjo (2007) memandang pembangunan ekonomi
yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran,
kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat pada tingkat regional maupun nasional.
Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dianggap meningkat ketika pertumbuhan
ekonomi setiap tahunnya juga meningkat tetapi dalam banyak kasus di negara
berkembang, dalam prosesnya menciptakan ketimpangan pembangunan (Mopangga,
2011). Ketimpangan pembangunan secara teoritis dilatarbelakangi karena perbedaaan
(disparitas pembangunan) antar wilayah (Todaro dan Smith, 2012). Williamson (1965)
menyatakan bahwa pada awalnya, pembangunan akan terkonsentrasi dan berpolarisasi
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pada pusat pertumbuhan (growth pole) kemudian efek dari pembangunan pada pusat
merambat ke daerah disekitarnya. Hipotesis Neo-Klasik berasumsi bahwa dalam
proses pembangunan pada awalnya ketimpangan akan meningkat hingga pada suatu
titik akan mengalami trade-off setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan
yang terus belanjut akan diikuti dengan menurunnya ketimpangan wilayah (Syafrizal,
2008).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan adanya sumber daya
alam dan sumber daya manusia. Proses pembangunan ekonomi pada seluruh wilayah
di Indonesia tidaklah sama di mana beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat
sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat sehingga dalam
konstelasi regional memicu ketimpangan wilayah (Yusica, 2018).

Indeks Williamson di Indonesia pada tahun 2011-2021 pada kategori tinggi
karena diatas 0,5 di mana secara presisi pada tahun 2011-2015 mengalami tren
penurunan, namun pada tahun 2015-2021 terus mengalami peningkatan. Temuan
tersebut mengindikasikan tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar
wilayah di Indonesia tergolong tinggi sehingga pemerintah pusat terus berupaya
mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah disisi lain mereduksi ketimpangan
pembangunan salah satunya melalui otonomi daerah (Kementerian PPN Republik
Indonesia, 2023).

Pulau Jawa merupakan wilayah di Indonesia yang pembangunan ekonominya
dinilai sangat pesat karena berdekatan dengan ibukota Negara. Terdapat enam provinsi
yang terletak di Pulau Jawa meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Provinsi Banten berlokasi di
bagian barat Pulau Jawa dan berbatasan dengan wilayah ibukota DKI Jakarta serta
Provinsi Jawa Barat. Letak tersebut menyebabkan Provinsi Banten menjadi daerah
strategis karena berdekatan dengan central business district (Suhandi dan Hakin,
2021). Namun, provinsi Banten memiliki tingkat ketimpangan pembangunan yang
paling tinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Pasca pemekaran Provinsi Jawa
Barat pada tahun 2004, ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten tampaknya
mengalami peningkatan yang berkelanjutan, dan hal ini tetap tinggi selama periode
tahun 2005 - 2021.

Pada nilai Indeks Williamson Provinsi Banten pada tahun 2005 — 2021 berada
diangka 0,60 — 0,70 di mana menurut Sjafrizal (2008) nilai Indeks Williamson diatas
0,5 menunjukan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah disuatu daerah
tinggi. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pada tahun 2005-2009 terus
mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2010-2021 cenderung stagnan.
Ketimpangan pembangunan secara teoritis disebabkan oleh berbagai faktor yang
saling berhubungan baik karakteristik demografis, sumber daya, maupun akses modal
(Arsyad, 2010).

Sjafrizal (2008) mengemukakan bahwa perbedaan demografis adalah salah satu
faktor yang berkontribusi pada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kondisi
demografis ini mencakup perbedaan antara tingkat pertumbuhan, struktur
kependudukan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk pada tingkat
pengangguran. Badan Pusat Statistik Indonesia (2022) mengidentifikasi pengangguran
melalui perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak bekerja dengan angkatan
kerja. Daerah dengan kondisi demografis baik mempunyai produktivitas kerja yang
lebih tinggi sehingga mendorong pembangunan (Tarigan, 2010). Peningkatan
pengeluaran pemerintah memberikan dampak bak bagi pertumbuhan ekonomi.
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Pengeluaran pemerintah bisa berperan sebagai stimulus ekonomi melalui program-
program untuk mendorong produktivitas sumber daya, dengan hasil mengurangi
tingkat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah (Edward, 2007). Fajri dkk. (2016)
menyatakan hal serupa di mana peningkatan anggaran pemerintah berperan
menurunkan ketimpangan wilayah secara signifikan.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi
umum terhadap ketimpangan pembangunan dianalisis menggunakan regresi linear
berganda dengan data time series. Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sedangkan uji simultan
digunakan untuk melihat pengaruh secara keseluruhan. Selanjutnya koefisien
determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variasi variabel independen yang
dipilih menjelaskan variabel dependen.

TINJAUAN PUSTAKA
Ketimpangan Wilayah

Teori ketimpangan wilayah dilatarbelakangi oleh teori ketidakseimbangan wilayah
yang muncul sebagai reaksi terhadap konsep ketidakstabilan dan keseimbangan dari
teori neo-klasik. Teori ketidakseimbangan wilayah mengasumsikan kekuatan pasar
tidak mampu menghilangkan perbedaan antar wilayah bahkan sebaliknya yang justru
cenderung memperburuk keadaan. Quraisyah (2020) mengasumsikan perubahan-
perubahan dalam sistem sosial tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan
pada arah yang berlawanan. Quraisyah (2020) mengelaborasi teori penyebab kumulatif
dan berputarnya proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan antar wilayah sehingga
ditemukan fakta bahwa kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi
yaitu efek balik negatif (backwash effect) dan efek penyebaran (spread effect).

Efek balik negatif dan penyebaran menunjukkan konsekuensi spasial dari
pertumbuhan ekonomi terpusat baik negatif maupun positif. Kekuatan efek
penyebaran mencakup penyebaran hasil produksi bagi wilayah yang belum
berkembang, penyebaran inovasi dan teknologi, sedangkan efek balik negatif biasanya
melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja
dari wilayah pada sistem pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi
wilayah yang belum berkembang. Quraisyhab (2020) menyebutkan bahwa kondisi ini
memberikan ruang terhadap intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi efek balik
negatif yang menimbulkan kesenjangan wilayah. Syafrizal (2008) menyatakan faktor
penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan diantaranya adalah:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

2. Perbedaan kondisi demogrfis

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
4. Konsentrasi kegiatan wilayah

5. Alokasi dana pembangunan wilayah
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Perbedaan sumber daya menjadikan adanya wilayah maju (develop region) dan
wilayah terbelakang. (under developed region). Ketimpangan memberikan dorongan
kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidup
agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya (Faiz dan Nugroho, 2011).

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Wilayah

Todaro dan Smith (2012) mendefinisikan pertumbuhan ekonom sebagai peningkatan
kapasitas produksi barang dan jasa dalam jangka panjang, dengan indikator kemajuan
teknologi, institusional, dan faktor lainnya. Faktor - faktor yang mendukung
pertumbuhan ekonomi termasuk sumber daya manusia, akumulasi modal, kemajuan
teknologi, dan inovasi produk. Kuncoro (2010) mengemukakan enam karakteristik
proses pertumbuhan ekonomi di negara maju, yaitu tingkat pertumbuhan outuput per
kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, peningkatan produktivitas faktor total
yang tinggi, tranformasi struktural ekonomi, transformasi sosial dan ideologi, dan
cenderung bagi negara maju untuk merambah wilayah lain sebagai pasar dan sumber
bahan baku baru.

Hipotesis ini diperkuat oleh penelitian Herwin dan Mopangga (2011) yang
menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan
wilayah. Namun, penelitian lain oleh Islami dan Nugroho (2015), Yusica dkk (2018),
dan Harahap dkk (2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan
negatif dan signifikan dengan ketimpangan wilayah, artinya pertumbuhan ekonomi
dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, berdasarkan studi literatur,
hipotesis penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh
negatif terhadap ketimpangan wilayah.

Hubungan Pengangguran dan Ketimpangan Wilayah

BPS (2020) mendefinisikan pengangguran sebagai persentase penduduk dalam
angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
Pendekatan angkatan kerja Sukirno (2010) mengkategorikan pengangguran menjadi
tiga, yaitu pengangguran friksional, struktural, dan konjungtur (musiman).
Pengangguran dihitung sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang merupakan
presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah.
BPS (2020) mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan aktivitas mereka dalam
mencari pekerjaan.

Pengangguran dapat memiliki dampak negatif, seperti mengurangi daya beli
masyarakat dan penghasilan pajak pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat
mempengaruhi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Ibrahim. 2019).
Penelitian Nuartha (2018), Yusica (2018), dan Andaresta (2023) mendukung gagasan
bahwa pengangguran dapat berkontribusi pada ketimpangan wilayah. Oleh karena itu,
berdasarkan studi literatur, hipotesis penelitian ini adalah bahwa pengangguran diduga
memiliki pengaruh positif antara ketimpangan wilayah.

Hubungan Investasi dan Ketimpangan Wilayah

Investasi dalam model perekonomian diperkenalkan sebagai bagian dari kapital untuk
menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2009). Alokasi investasi regional
sangat penting apabila tujuan pembangunan wilayah yang dicapai yaitu peningkatan
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pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Sjafrizal, 2008). Nurhuda dkk (2013)
berpendapat bahwa unsur pemerataan pembangunan dapat dipertimbangkan melalui
pelaksanaan switching policy. Analisa alokasi anggaran menurut Didia (2016) perlu
lebih banyak diarahkan pada daerah yang relatif maju, maka setelah mencapai titik
tertentu maka prioritas alokasi anggaran harus dibelokkan ke daerah yang kurang maju
agar unsur pertumbuhan dan unsur pemerataan akan dapat dipertimbangkan secara
sekaligus.

Peningkatan investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang
jasa menyebabkan tenaga kerja dapat diserap lebih banyak sehingga terjadi pemerataan
pendapatan perkapita (Sukirno, 2010). Islami dan Nugroho (2015); Handoko dkk
(2018); Azim dkk (2022), dan Andaresta (2023) menyatakan bahwa investasi
berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. Berdasarkan studi literatur maka
hipotesis penelitian ini adalah investasi diduga berpengaruh negatif terhadap
ketimpangan wilayah.

Hubungan Dana Alokasi Umum dan Ketimpangan Wilayah

Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan diidentifikasi
melalui aliran keynesian yang menilai ketidakcukupan permintaan sebagai penyebab
utama tidak tercapainya full employment dan hanya perubahan pengeluaran yang
bersifat eksogen yang dapat mendorong perekonomian suatu wilayah menuju
keseimbangan full employment (Edwards,2007). Pembangunan ekonomi yang
membutuhkan arus modal yang mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di
lokasi- lokasi yang mempunyai prospek return atau tingkat pertumbuhan yang lebih
tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah (Andiaskiton. 2019).

Daerah yang mendapatkan alokasi dana pemerintah yang lebih besar akan
cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini
tentunya dapat mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan
kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi (Didia,
2019). Nuarta (2018); Handoko dkk (2018), serta Sidik dan Ridwansyah (2020)
menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan
wilayah.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan data time series
untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan
dana alokasi umum terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten tahun 2005-
2021. Analisis regresi pada dasarnya merupakan studi ketergantungan variabel
dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel
penjelas/bebas) yang tujuannya mengestimasi dan memprediksi nilai rata-rata variabel
dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dan Porter,
2012). Model fungsi persamaan dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = (X1, X2, X3, X4) (1)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka model persamaan ekonometrika yang
digunakan dalam penilitian dirumuskan sebagai berikut:

Y=a+,31X1+ﬁ2X2t ----- +ﬁ3X3t+ﬁ4X4-t+€ (2)
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keterangan:

Y . Ketimpangan wilayah
X1 : Pertumbuhan ekonomi
X2 : Pengangguran

X3 . Investasi

X4 : Dana alokasi umum
Bo : Konstanta

B1B28304 : Koefisien regresi
£

> error term

Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

a.

Deteksi normalitas
Deteksi normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi,
variabel residual memiliki distribusi normal. Dalam uji t dan F mengasumsikan
nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka
hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk sampel berukuran kecil
(Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan Jarque Bera.
Deteksi Multikolinearitas
Deteksi multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi apakah antara variabel
bebas dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas
(Ghozali,2005). Deteksi  gejala  multikolinearitas  dilakukan  dengan
memperhatikan nilai VIF (Variance Inflation Factor):
1. Nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas (baik)
2. Nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas (ada korelasi antar variabel
bebas sehingga tidak baik untuk digunakan dalam model).
Deteksi Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Konsekuensi
heteroskedasitas adalah biasnya varians sehingga uji signifikansi menjadi invalid.
Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi heterokedastisitas digunakan Uji
White. Uji White dilakukan dengan melihat nilai Obs*R-squared. Data terkena
heteroskedastisitas apabila semua variabel independen memiliki nilai Obs*R-
squared < alpha (a = 0,05).
Deteksi Autokorelasi
Deteksi autokorelasi bertujuan mendeteksi apakah dalam model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
ada problem autokorelasi (Gujarati dan Porter, 2012). Pada penelitian ini, untuk
mendeteksi autokorelasi di gunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM
Test dengan melihat Nilai probabilitas Chi Square. Asumsi dasar yang digunakan
yaitu apabila nilai p value uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM > 0,05
maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi serial begitu sebaliknya
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Uji Koefisian Regresi

a. UiT
Uji t digunakan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel independen
secara individu (parsial) terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel
lain bersifat konstan. Hasil Uji t dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien
dan nilai probabilitas variabel independen mempengaruhi variabel dependen jika
nilai probabilitas variabel independen < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya
variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan
jika nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.

b. UjiF
Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen
pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, dan dana alokasi umum secara
simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu
ketimpangan pembangunan. Hasil uji F dapat diketahui dengan melihat hasil
regresi Probabilitas (F-statistic). Variabel independen dapat dikatakan signifikan
secara bersama-sama terhadap variabel dependen ketika Probabilitas (F-statistic)
kurang dari dari 0=0,05.

c. Koefisien Determinasi (R?)
Nilai R? digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam
menjelaskan variasi variabel independen. Nilai R? adalah antara nol dan satu, di
mana nilai R? yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R? yang mendekati
satu berarti variabel-variabel independen memberikan informasi yang diperlukan
dalam memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.133604 0.410529 0.325444 0.7504

Pertumbuhan Ekonomi -0.000558 0.003543 -3.157451 0.0275

Pengangguran 0.008431 0.004323 2950166 0.0479

Investasi -0.001779 0.001309 -3.359340 0.0190

Dana Alokasi Umum  -0.032742 0.027951 -1.171441 0.2642
R-squared 0.653244
Prob(F-statistic) 0.008552

Berdasarkan hasil regresi tersebut maka didapatkan persamaan model sebagai
berikut:

Y =By + BiX1 + ByX2pm + BsX3, + PuX4, + €

Y =0.133604 — 0.00558.X1, + 0.008431.X2, — 0.001779.X3, —
0.032742. X4, + ¢ 3)

Uji t (Uji Parsial)
Uji regresi secara parsial berfungsi untuk melihat signifikansi dari masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil regresi secara parsial diketahui
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dengan melihat koefisien dan nilai signifikansi dari hasil estimasi dengan perumusan
hipotesis sebagai berikut:

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Berdasarkan Tabel 1, maka hasil dari uji parsial sebagai berikut:

1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) memiliki nilai koefisien sebesar -0.000558
dengan nilai sigifikansi 0.0275 < a (0,05) artinya variabel pertumbuhan ekonomi
berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif
(H1) diterima.

2) Variabel Pengangguran (X2) memiliki nilai koefisien 0.008431 dengan nilai
signifikansi 0.0479 < a (0,05) artinya variabel pengangguran berpengaruh positif
terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
hipotesis pertama (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (H>) diterima.

3) Variabel Investasi (X3) memiliki nilai koefisien sebesar -0.001779 dengan nilai
signifikansi 0.0190 < a (0,05), sehingga variabel investasi berpengaruh negatif
terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
hipotesis pertama (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Hs) diterima.

4) Variabel Dana Alokasi Umum (X4) memiliki nilai koefisien sebesar -0.032742
dengan nilai signifikansi 0.2642 > a (0,05), sehingga variabel dana alokasi umum
tidak berpengaruh terhadap terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hal
ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (Ho) diterima dan hipotesis
alternatif (Has) ditolak.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen (Gujarati dan Porter, 2012). Uji simultan
dilihat berdasarkan nilai probabilitas F-statistic. Variabel independen berpengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen ketika probabilitas F-statistic kurang
dari dari a = 0,05.

Berdasarkan Tabel 1 pada hasil estimasi menunjukkan bahwa probabilitas F-
statistic sebesar 0.008552 < a (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum secara
simultan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten.

Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi menandakan besaran persentase dari seluruh variabel dependen
yang dapat diterangkan oleh variasi variabel independen yang dihasilkan sedangkan
sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model (Gujarati dan Porter, 2012).
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0.653244 yang
artinya 65,32 persen ketimpangan wilayah di Provinsi Banten dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum sedangkan
34,68 persen dipengaruhi variabel diluar model.
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Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi
Banten

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh
negatif terhadap ketimpangan wilayah artinya dapat mencerminkan keberhasilan
pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dapat meningkatkan
pendapatan per kapita yang pada akhirnya menurunkan tingkat ketimpangan wilayah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Islami dan Nugroho (2015) yang
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif yang dapat dinikmati seluruh
lapisan masyarakat pasti diikuti dengan menurunnya ketimpangan wilayah. Yusica
dkk (2018) dan Harahap dkk (2018) memiliki pandangan serupa bahwa peningkatan
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah.

Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Banten

Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh
positif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian
maka hipotesis penelitian yang dirumuskan sejalan dengan hasil regresi. Pengangguran
didefinisikan sebagai persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki
pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Syafrizal (2008) menyatakan bahwa salah
satu penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan konsentrasi
kegiatan ekonomi antar wilayah karena adanya perbedaan sumber daya.

Wilayah yang menjadi konsentrasi kegiatan industri manufaktur memiliki
peluang lapangan kerja lebih banyak dari pada wilayah yang konsentrasi kegiatan
ekonominya di bidang pertanian, perikanan atau peternakan, sehingga masyarakat
yang tinggal di wilayah padat industri memiliki daya beli lebih tinggi dan daerah juga
berkembang pesat karena uang pajak untuk Pembangunan yang disetorkan
masyarakatnya lebih banyak daripada yang tingga di wilayah dengan konsentrasi
ekonomi nya non-industri manufaktur.

Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pengujian statstik menunjukkan bahwa variabel investasi
berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Berdasarkan
hasil penelitian maka hipotesis penelitian yang dirumuskan sejalan dengan hasil
regresi. Investasi merupakan bagian dari kapital yang alokasi nya sangat penting untuk
pembangunan wilayah guna menstimulasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan (Sjafrizal, 2008).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Ketimpangan Wilayah di
Provinsi Banten

Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum
(DAU) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan hipotesis penelitian yang dirumuskan tidak sejalan
dengan hasil regresi. Dana alokasi umum merupakan block grant yang diberikan
oleh pemerintah besumber dari APBN dan dialokasi kepada suatu daerah berdasarkan
penghitungan celah fiskal dan alokasi dasar untuk pembiayaan fisik dan/atau nonfisik
dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang
kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.

67



DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS

Arus modal praktiknya lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya
alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap sehingga
pemerintah mengalokasikan dana umum untuk menstimulasi pemerataan wilayah
(Andiaskiton, 2019). Daerah yang memperoleh alokasi dana pemerintah mempunyai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat karena dorongan proses pembangunan
daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan
perkapita yang lebih tinggi (Didia, 2019).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Investasi, dan Dana Alokasi
Umum Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh
signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan
dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di
Provinsi Banten. Temuan ini sejalan dengan penelitan Islami dan Nugroho (2015),
Yusica dkk. (2018) , Nuartha (2018), Handoko dkk (2018), Syarifah (2020), Sidik dan
Ridwansyah (2020), Harahap dkk (2022), Azim dkk. (2022), Andaresta dkk (2023)
yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana
alokasi umum berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan wilayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat simpulan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah Provinsi
Banten tahun 2005-2021 sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan
menurunkan ketimpangan wilayah.

2. Pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Banten
tahun 2005-2021 sehingga pengangguran yang meningkat akan meningkatkan
ketimpangan wilayah.

3. Investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Banten tahun
2005-2021 sehingga investasi baik PMA dan PMDN yang meningkat akan
menurunkan ketimpangan wilayah.

4. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah Provinsi
Banten tahun 2005-2021.

5. Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi, dan dana alokasi umum secara
bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Banten tahun
2005-2021.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat berpengaruh pada penurunan
ketimpangan wilayah di Provinsi Banten sehingga pemerintah diharapkan untuk
menciptakan program yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

2. Pengangguran yang meningkat berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan
wilayah di Provinsi Banten sehingga pemerintah harus mengupayakan penciptaan
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lapangan kerja yang sesuai dengan kondisi demografi masyarakat beserta sarana
pendukungnya (fisik dan non fisik) agar pengangguran dapat terdistorsi.

3. Investasi yang meningkat berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan wilayah
di Provinsi Banten sehingga pemerintah harus mengupayakan realisasi investasi
baik PMA maupun PMDN yang tepat sasaran dan mendukung investasi.
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